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ABSTRAK

Edward Norman Banua. “Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dalam Implementasi PP Nomor
106 Tahun 2021 Sebagai Pelaksana UU Otonomi Khusus Papua.”, dibimbing oleh Dr. Frans
Reumi, S.H.,M.A.,,M.H, sebagai pembimbing | dan Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum.,
sebagai pembimbing I1.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian juridis empiris dengan
mengutamakan data lapangan dan data pustaka hukum dengan teknik pengumpulan data
wawancara dan pengamatan dengan dukungan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier, serta pendekatan Perundang-undangan,
sejarah hukum, dan pendekatan perbandingan hukum. Data yang diperoleh diolah dengan
tekhnik analisis kualitatif dengan tiga alur kerja; yakni, reduksi data, penyajian data, dan
verifikasi (kesimpulan).

Hasil penelitian menunjukan Bahwa Kedudukan Hukum Dan Eksistensi Masyarakat
Hukum Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945
diperkuat dengan ketentuan pasal 281 ayat (3) UUD 1945 bahwa identitas budaya dan
masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selain
UUD 1945, beberapa Undang-undang sektoral juga memberikan jaminan hak-hak masyarakat
hukum adat, antara lain: 1) UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-pokok
Agraria (UUPA); 2) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan; 3) UU Nomor 26 Tahun
2007 Tentang Penataan Ruang; 4) UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 6) UU Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 7) UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat memang penting, karena harus diakui
tradisional masyarakat hukum adat lahir dan telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik
Indonesia terbentuk. Namun dalam perkembangannya hak-hak tradisional inilah yang harus
menyesuaikan dengan prinsip-prinsip dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia
melalui persyaratan-persyaratan normatif dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.
Dilihat secara eksplisit dan implisit atau dalam UUD 1945 masyarakat hukum adat telah
mendapat pengakuan dan perlindungan namun pelaksanaan sebagai delegasi dalam UU sektoral
hanya terbatas pada pengakuan masyarakat hukum adat. Secara eksplisit atau tersurat terbatas
pada beberapa UU sektoral, antara lain: UUD NRI 1945, UU Kehutanan, UU Penataan Ruang,
UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Desa, UU, Pemerintah Daerah, UU
Perkebunan, ... UU Otsus Bagi Provinsi Papua, Peraturan Pelaksana PP 106 dan PP 107, Perda,
Perdasi, dan Perdasus. Sedangkan secara implisit msih banyak UU sektoral yang memberikan
pengakuan saja, namun secara eksplisit belum terpenuhi sejauh ini. Sedangkan EKksistensi
Masyarakat Hukum Adat Dalam PP Nomor 106 Tahun 2021 Sebagai Pelaksana UU Otonomi
Khusus Papua, Secara eksplisit pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat
dalam kerangka implementasi Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2001 jo. UU No. 2 Tahun 2021 dengan
Peraturan Pelaksanaannya PP 106 dan PP 107 menempatkan masyarakat hukum adat atau
masyarakat adat Orang Asli Papua (OAP) sebagai subjek hukum pembangunan baik di bidang
pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur yang sudah dan sedianya telah
diatur dan akan diatur dalam bentuk Perdasi dan Perdasus sebaga bentuk implentasi UU
Otonomui Khusus di Tanah Papua.

Kata Kunci : Eksistensi Masyaraakat Hukum Adat, PP Nomor 106 Tahun 2021.



ABSTRACT

Edward Norman Banua, “The Existence of Customary Law Communities in the Implementation
of PP Number 106 of 2021 as Implementers of Special Autonomy for Papua’. Supervised by
Prof. Dr. Frans Reumi, S,H., M.A., M.H., as supervisor | and Dr. Marthinus Mambaya, S.H.,
M.Hum., as supervisor II.

The research method is empirical juris method emphasis with field data and literature
which is collected by interview and observation supported by secondary data, it sourced from
primary, secondary and tertiary legal materials as well as approaching to rule, legal history and
comparative law. The data obtained are processed by three workflow namely data reduction,
data presentation and verification (conclusion).

The research results show Legal Position and Existence of Customary Law Communities
In Legislation, the provisions of Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution are
strengthened by the provisions of Article 281 paragraph (3) of the 1945 Constitution that the
identity of traditional cultures and communities is respected in line with developments over time
and civilization. Apart from the 1945 Constitution, several sectoral laws also provide guarantees
for the rights of customary law communities, including: 1) Law Number 5 of 1960 concerning
Basic Agrarian Regulations (UUPA); 2) Law Number 41 of 1999 concerning Forestry; 3) Law
Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning; 4) Law Number 32 of 2009 concerning
Environmental Protection and Management; 5) Law Number 6 of 2014 concerning Villages; 6)
Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government; 7) Law Number 39 of 2014
concerning Plantations. Recognition and protection of the rights of customary law communities
is indeed important, because it must be acknowledged that traditional customary law
communities were born and existed long before the Unitary State of the Republic of Indonesia
was formed. However, in their development these traditional rights must adapt to the principles
and spirit of the Unitary State of the Republic of Indonesia through normative requirements in
the legislation itself. Viewed explicitly and implicitly or in the 1945 Constitution, customary law
communities have received recognition and protection, however implementation as delegates in
sectoral laws is only limited to recognition of customary law communities. Explicitly or expressly
limited to several sectoral laws, including: the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia,
the Forestry Law, the Spatial Planning Law, the Environmental Protection and Management
Law, the Village Law, the Regional Government Law, the Plantation Law, ... the Special
Autonomy Law for Papua Province , Implementing Regulations PP 106 and PP 107, Perda,
Perdasi, and Perdasus. Meanwhile, implicitly, there are still many sectoral laws that only
provide recognition, but so far this has not been fulfilled explicitly. Meanwhile, the existence of
customary law communities in PP Number 106 of 2021 as implementers of the Papua Special
Autonomy Law, explicitly recognizes and protects customary law communities within the
framework of implementing Article 43 of Law no. 21 of 2001 jo. UU no. 2 of 2021 with its
Implementing Regulations PP 106 and PP 107 places customary law communities or Indigenous
Papuan People (OAP) as subjects of development law in the fields of education, health, people's
economy and infrastructure which have been and will be regulated and will be regulated in the
form of Perdasi and Perdasus as a form of implementation of the Special Autonomy Law in the
Land of Papua.

Keywords: Existence of Customary Law Communities, PP Number 106 of 2021.
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